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MOTTO 

 

َ مَعَ   لٰوةِ ۗ انَِّ اللّٰه بْرِ وَالصَّ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُا اسْتعَِيْنوُْا باِلصَّ

بِرِيْنَ   الصه

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah 

dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

sabar." (Q.S Al-Baqarah: 153). 
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ABSTRAK 
 

Ahmad Nabiel Syahbana, 2025. “Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”. Skripsi, Prodi Hukum, 

Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo, Pembingbing : (1) Muhammad Islahuddin, M.H. 

 

Kata kunci: Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Indonesia. 

 

Studi ini mengeksplorasi cara penanganan kejahatan perdagangan 

manusia di Indonesia melalui sudut pandang hukum. Poin utama yang 

diperhatikan adalah penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

Pasal 2 ayat (1) mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, yang menjadi dasar hukum utama untuk menangani kasus ini. 

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan melakukan 

analisis kualitatif terhadap data sekunder, termasuk peraturan perundang-

undangan, kebijakan pemerintah, dan kondisi penegakan hukum di 

praktik. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun 

aturan yang ada sudah menyeluruh, pelaksanaan hukum masih 

menghadapi berbagai tantangan, seperti Kurangnya pemahaman di 

kalangan aparat hukum, baik dari aspek substansi hukum, prosedur 

penanganan korban, identifikasi bentuk eksploitasi, maupun pendekatan 

berbasis hak asasi manusia, terbatasnya sumber daya yang ada, koordinasi 

antar instansi yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran hukum di 

masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban juga belum sepenuhnya 

berjalan dengan efektif untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan kompetensi bagi aparat penegak hukum, 

perbaikan dalam koordinasi, serta upaya sosialisasi dan pemberdayaan 

masyarakat untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia 

dengan lebih baik. 
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ABSTRACT 

Ahmad Nabiel Syahbana, 2025. “Policy Formulation of Law Enforcement 

Against Criminal Acts of Human Trafficking Based on Law Number 21 

of 2007”. Thesis, Law Study Program, Faculty of Social Humanities, 

Nurul Jadid Paiton University, Probolinggo, Supervisor: (1) Muhammad 

Islahuddin, M.H. 

 

Keywords: Human Trafficking, Criminal Offense, Indonesia. 

This study explores how to handle human trafficking crimes in Indonesia from a 

legal perspective. The main point of attention is the implementation of Law Number 

21 of 2007 Article 2 paragraph (1) concerning the Eradication of Criminal Acts of 

Human Trafficking, which is the main legal basis for handling this case. This study 

applies a normative legal approach and conducts qualitative analysis of secondary 

data, including laws and regulations, government policies, and conditions of law 

enforcement in practice. The findings of this study indicate that although the 

existing regulations are comprehensive, the implementation of the law still faces 

various challenges, such as a lack of understanding among law enforcement 

officers, both in terms of legal substance, victim handling procedures, identification 

of forms of exploitation, and human rights-based approaches, limited resources, 

less than optimal coordination between agencies, and low legal awareness in the 

community. Legal protection for victims has also not been fully effective in 

achieving justice. Therefore, it is necessary to increase the competence of law 

enforcement officers, improve coordination, and socialization and community 

empowerment efforts to better prevent and handle human trafficking. 
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